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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumher Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); -,_ I 

Menimbang ; a. bahwa Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara 
Jawa Tengah dengan kondisi topografi perbukitan, 
lern bah dan pantai, dcngan pertumbuhan dan 
perkembangan kota yang cukup dinamis mengakihatkan 
adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah 
terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air 
semakin bcrkurang, hal ini berdampak terhadap beban 
pada aistcm dratnasc: 

b. bahwa dalam menghadapi masalah · dreinasc yang 
berupa peningkatan debit banjir, genangan air, 
penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, 
amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang 
air laut (rob], reklamasi pantai dan masalah 
persarnpahan yang berdampak pada kinerja sistem 
drairrase, untuk menanggulangi permasalahan teraebut 
aorta mcngurangi banjir, genangan air clan rob di Kota 
Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem 
Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta 
berkelanju tan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnembentuk 
Per'aturan Walikota Semarang tentang Pernbangu nan , 
Pengelolaan dan Pem ulihanPrasarana dan Sarana 
Sistem Drainase. 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR y~ TAHUN J.Oly 

TENT ANG 

P~~MBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMULTHAN PR/\S/\RANA lJAN 
SARANA SISTEM DR/\TN/\SE 

\\TATJTKOTA SEMARAN(~ 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 N(Jm<"Jt' ~?., 1'an1b<thc1.n Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

5. Un.dang-Un.dang Nornor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkerataapian [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200'/ Nomor 6b, 'I'ambahan Lernbaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lem bar an Negara Repu blik 
Indoneaia Tah un 2007 Nomor 66~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4'/23); 

7. Undang-Undang Nomor 2G Tahun 2007 terrtang 
Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 l.~nh·mg 
Pengelolaan Sampah [Lcrnharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69t 'I'ambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tarribaha'n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan .Ialan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perfindurigan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140~ Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 
5188); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52340; J.. I 
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14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik J ndonesia N omor 5597); 

15. Peraturan Porncrjntah Nomor 16 Tahun 197G tentaru; 
Perlu asan kotarnadya Daerah tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 23, Tambahan Lemburarr Negara Republik 
Indonesia N omor 3097); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten­ 
Kabupaten Dnerah Tingkat IT Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, .Jepara, dan Kendal Serta Penaraan Kecamatan 
Di Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang 
Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhun 1992 
Nomor 89); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 terrtang 
Angkutan di Perairan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nornor 187, Tambahan Lernbnrnn 
Negara Republik Indonesia Nornor 3907); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4146); 

l 4. Peraturan Pemerlnah Nnmnr 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaran 
Air (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Ta hu n 2005 tentang 
Peraturan Pelakaanaan Undung-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
TamhahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

2 I . Peraturan Pemerintah Nornor 34 Ta h u n 7,006 ten tang 
.Jnlan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Inrloneaia Nomor1l655).: 

22. Pera tu ran I'emerintah Nomor 21 'I'ahun :l008 ten tang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lem baran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
/1828); 

~13. Peratu ran Pcrncrintah Nom01~ 26 Tahu n 2008 I ~ri 1.8.T18 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ?008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); ~ I 
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24. Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan dan pcmeliharaan Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4858); 

25. Peraturan Pcmcrmtaf Nomor 4:J 'I'ahun ~OOH tentang Air 
Tarrah [Lemlraran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.epublik 
Indonesia nomor 4859); 

26. Peraturan Pemerintah Nomur 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabu han (Lembaran Negnra Rcpublik Indonesia 
T:;.i,hun 2009 Nomor 1 5 l, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Tndw1t:Hia Nornor 5070); 

27. Peraturan Pemerintah nomor lS Tahin 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataa Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hu n 2010 Nomor 21, ambahn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

28. Peratu ran Pcmerintah Nomor 37 Tahun 2010 ten tang 
Bcndungan [Lembar-an Negara Repu hlik Indonesia 
Tab un 2010 Nomor 45, Tarn hah an Lcmbaran N~.15;.u-u. 
Republik Indonesia Nomor 5117); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ten tang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230); 

30. Peratu ran Pemerintah Nomor ?,'/ 'I'ahun 2012 tentarrg 
Izin Lingkungan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan dun Perncliharaan Daerah Aliran Sungai 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 62, Tamhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor S?.9?.); 

32. Peraturan Daerah Provinsi ,Jawa Tengah Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran 
Daerah Provinai ,Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 
Seri E Nomor 6), sebagaimana t~h-1h diubah dengan 
Peraturan Dnerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Perubahan ntnr Pcraturan Dacrah I'rovinsi 
.Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku mutu 
Air Limbah [Lembm-an Daerah Provinsi .Jawa Terrga h 
Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Provinsi .Jawa Tengah Nomor 41); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenga h Nomor 11 
Ta h u n ?.004 tentang Garis Sempadan (Lcmbaran Daerah 
Provmsi Jawa TengHh Tahun 2004 Nomor 46 Seri E 
Nomor 7), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 203 
Nomor9); ~ I 
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34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
[Lernba ran Dar-rah Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2007 
Nomor :, Seri E Nomor 2~ Tarnbahan Lcmbaran l)aenth 
Provins] ,Jawa Tengah Nomor 4); 

35. Peraturan Dacrah Provinsi .Jawa Tcngah Nomor 6 'l'ahun 
201 Otentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 
'I'ahun ?.009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa 
Tengah Tahun 2010 Numor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi .Iawa Tengah Nomor 28); 

J6. Pera tu ran Duerah Kota Semarang Nom01· 1 1 Tahun 2000 
teril.ang Pengaturan dan Pernbinaan Pedagang Kaki Lima 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 
30 Seri D Nomor 30); 

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 
Daerah Provins] Jawa Tcngah 'I'ahun 2007 Nomor 2 Seri 
E, Tambahan Lernbaran Daerah Provins! ,Jawa Terigah 
Nomor '..l); 

38. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2009 
ten tang Bangunan Ged ung (Lembaran Daerah Kata 
Semarang Tahun 2009 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

39. Pcraturan Drn·ffHh Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 
ten tang 1~encru1a Pcm ba ngrurn .Jangka Panjang Daera h 
(RPJPD) Kot.,.:J Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 

40. Perat.uran Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) [Lembaran Daerah 
Kora Hr:marang Tahun 20 IO Nomor 4, Tarnbahnn 
Lembaran Daerah Kuta Semarang Nomur 39); 

41. Perat.uran Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bcncana di 
Kota Semarang (Lem baran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2010 Nomor 15} Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 48); 

,12. Pcraturan naet'ah Kuta Semarang Nemer 1:l Tahun 2011 
tcntang Rencana Pernbangunan .Jangka Mencngah 
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 
12); 

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l 4 Tahun 2011 
tcntang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Semarang 
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 201 l Nornor 1 '1 J Tarnbahan Lernbaran Dacrah 
Kota Sem arang N omor 6 1); 

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 201 l 
tentang Pengelolaan dan pemeliharaan Wilayah Pesisir 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
68); ',(. I 

.. ,i 



nn.Jarn Peraturan Walikota ini y.1ng diroaksud dcngan: 

1 . Daerah adalah Kota Semarang 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pernerintahankota. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang . 
.11. Sekretru-ia Da.crah adalah Sckretaris Daera h Knt;i Se11,~u·a.11e. 

5. Satuan Kcrja Perangkat Daeru h yang sclanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Kata 
Semarang. 

f>. Radan Perencanaan Pernbangunan Daerah yang selanjurnya rlif;ing:kat 
BAPPEDA adalah Badnri Perencanaan Pembangunun Daerah Kota 
Semarang. 

7. Tnspektorat adalah Tnspektorat Kata Semarang. 
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas 

PSDA adalah Din.as Pengelolaan Sumber Daya Air dan Encrgi Sumber 
Daya Mineral Kota Semarang. 

9. Surnber daya air adalah air, surnber air dan air yang t.er·kanlhtng 
· didalamnya, ~ I 

Pasal l 

BAB 1 
KRTF:NTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tah un ?.01?. 
tentang R~tribu.si Perizinan Tcrtcntu Di Kora Semarang 
(Lernbaran Dacrah Kota Semarang Ts h un 201 2 Nomor 
4); 

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 
tcnta.ng Perigelolaan dan Pemellharaan Sampah 
(Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nornor 6, 
Tarnbahan Lembaran Dacrah Kota Semarang Nomor 73); 

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan dnn Pemcliharaan Air Tanah 
(Lembaran Daerah Kuta Semarang Tahun 201 =3 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 80); 

48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Rencana Iriduk Siste.m Drainase Kora Semarang 
Tahun 201 l-203l(Lembara11 Daerah Kota Semarang 
'Fah un 2014 Nornor 7, Tambahan Lcrnbaran Uaerah Kota 
Sernarurig Nomor 92). 

PEMOANGUNAN~ 
PRASARANA DAN 

PERATU!<AN WALJKOTJ\ TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN 
SARANA 818T~M DRAINASE 

Menetapkan 



Pcm bangunan, Pengelolaan dan pemulihan Praearana dan Sarana Sistem 
Drainase bertujuun untuk: 
a. Menarigani permasalahan genangan air akibat banjir dan rob; 
b. Mcngcndalikan daya rusak air; I 

dC 

Pasal3 

Maksud dan T11j1u.m Pcraturan Walikou, tcntang Pcmbangunan, 
PengelcJla(;m dan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase adalah 
membcri pedornan dalarn pelaksanaan pembangunan, operasional clan 
perncliharanserta pemulihan prasarana dan sarana sistem drainase bagi 
SKPD dalam pela ksanaan kegiatan yang berkaitan dengan srstem drainase. 

BAB IT 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

10. Air adalah sernua air y::mg terdapat pada, di alas~ ataupun di bawah 
p~rm 11 ka an tanah, terrnas.uk didalam pengertian ini air perm u kaari, air 
tariah , air Irujan chm a ir la nr yang berada di darat. 

l l. Air permukaan adalah scrnua air yang terdapat pada pennukaan tanah. 

12. Air tan ah adalah air yang tcrdapat dalam lapiaan tanah atau batuan di 
bawah pcrmukaan tanah. 

13. Sum her air adalah tempar ntnu wadah air alarni dw, / ntau buatan yaug 
terdapai ch:itrH'~., ntrn rpuri dibawah perrnu kxan tanah. 

14. Drainase adalab prasarana yFmg bcrfungsi mengalirkan kelebihan air 
dari suatu kawasan ke area sistem drainase. 

15. Sistem drainase adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari 
saluran induk/primcr, saluran sekunder, saluran tersier, area resapan. 
bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan 
secara sjstemik satu dcrigan lainnya serta berwawasan lingk ungan. 

16. Pola pcngelolaan sietcm drainase udalah kcrangka dasar dalam 
mcrcncanakan , melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan 
konservasi sjstem drainase, pendayagunaan sistem drainase dan 
pengendalian daya ru sak air. 

l 7. Rencana pengelolaan aiatern drainase adalah hasil perencanaan secara 
menyeluruh dan terpadu yang dipcrlukan uriruk mcnyclcnggarakan 
operasional dan perncliharaan sistem drainasc. 

18. Pernulihan siatem drainase adalah upaya mengembalikan keadaan, sifat 
dan fungsi sistem drainase agar senantiasa dapat menampung, 
menyimpan , meresapkan dan mengalirkan air yang bcrasal dari curah 
hujan dan air buangan. 

19. Area sistem drainase adalah wadah .. wadah air alamiah atau huatan 
berupa, sungai, dannu , emhung, kolam retenai, sumur resapan dan 
aarana rc:8;~p~v1 air yang ramah Iingkungan. 

20. Prasarana drainase adalah kelengkapan dasar fisik suatu 
sistemdrainase yang memungkinkankelengkapan tersebut berfurigsi 
sebagaimana mestinya. 

21 . Sarana drainase adalah Iasilitas penunjang yang berfungsi untuk 
penyelenggaraan dan pengembangan sistcm drainase. 
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( 1) Tahapan aurvet sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 6 ayat (2) 
merupakan survei penelusuran lapangan yang dilakukan oleh 
penanggung jawab kegiatan baik sendiri maupun bersama dengan 
masyarakat untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di 
lapangan. 

(2) Invesugasi sebagaimana dimnksud dalam Pasal 6 ayat (:l) merupakan 
proses pcngolahan data ha sil survei pen ulu su ra.n lapangan. 

(3) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) 
penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain jaringan 
drainase. f- / 

r;..t~;-1.1 7 

( 1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan 
apabila terjadi pembangunan siatern drainasc baru dan diperlukan 
perigadaan tanah. 

(2) Pereucariaan teknis sebagairnana dimaksnd dalam Pasal 5 meliputi 
survei, investigasi da n tlt:xi-t i 11. 

(3) Pcngadaan tanah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 dilakukan jika 
pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase memerlu kan 
lahari yang bukan milik Negara. 

Pasal 6 

Tahapan dalam pcrcncanaan adalah studi kelayakan , perencanaan teknis 
da n p~r1gadaan tanah. 

Paragraf 2 
Tahapan Perencanaan 

Pasal 5 

( 1) Perencunuan pcmbangunan sistem drainase <lapat dilakukan melalui 
bcberapa mekanisme. 

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. perencariaan yang berasal dari masyarakat herupa usulan pada 

forum Musyawarah Pcrencanaan Pembangunan (Musrenbang), 
h. pcrcncanaan yang dilakukan oleh Dirraa, dan 
c. karena kcbutuhan yar1g mendcsak atau sangut periting. 

BAB III 
PRMBANUUNAN SISiBM DRAlNAS~ 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Pem bangunan Si stem Drainase 

Paragraf l 
Mekanisme Percncanaan 

Pasal 4 

c. Mewujudkan konservasi sum ber daya air yang melipu ti ruarig hi,iA.U 
dun ruang biru: 

d. Menciptakan kerertiban lingkungan guna mengoptirnalkan sistem 
drainase; 

c. Meningkatkan dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana sistem 
dra iria.se. 
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Pelaksanaan pembangunan aistcm drairiaae dengan cara kontraktual 
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksariakan oleh penanggung 
jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

/'f. 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan pernbangunan sistern drainase dengan cara swakelola 
sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal ) 0 dilakaanakan old, penanggung 
jawab kegiatan scauai dcngan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 
sistem drainase secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berdasarkan persetujuan penanggung jawab kegiatan 

Pasal 11 

Pel:.'lk~:.--1.naan pembaneunnn sistem drainase dapat dilakseriakan dengan 
cara swakelola atau kontraktual 

Pasal 10 

( 1) Pelaksanaan pembangunan sistem drainasc sesuai dengan norma, 
standar, pedoman dan manual yang berlaku. 

(2) Pelaksanaan pembangunan sistem drainase sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dcngan pcrcncanaan tcknis yang 
tclah disuaun. 

(3) Pelaksanaan pernbangunan sistem drninn se s~bn?,~1.im~m~1 d1muk~ud 
pada ayat ( l) perlu berkoordinasi dcngan dinas lain yang terkait jika 
diperlu kan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pernbangunan Sistem Drainase 

Pasal9 

( 1) Pcngadaan tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan 
Pernerintah Pu sat seauai dengan kewenarigannva. 

(~?,) Pt::nf~~da::i.::i.n. tanah scbagahuana dirnakeud pada aya.L ( 1) dapat 
ciiln kuknn r~e.-.m·ri b(':1"$fl.l11n 8fl.mn bcrdasarkan atas kcscpakatru1 
bersama. 

(3) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab dalam pengadaan 
tanah untuk pcmbangunan dan/ atau peningkatan dalam sistem 
drainase sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Masyarakat umum atau masyarakat seternpat dapat berpartisipasi 
dalarn pengadaari tanah dengan cara memberikan informasi mengeriai 
status, hak, dan sciarah kcpcmilikan tanah, atau dengan rnelepaakan 
sebagian hak atas tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau 
peningkatan sistern drainase. 

Pasal 8 



/-r. 

rutin sebagaimana climaksud 
pemeliharaan prasarana dan 
secant lier ulang- ulang dalam 

( 1) Penyu au nrm proP,ram dan kcgiatan sebagairnana dimuk$ud dalam 
Pas al 15 h u ru f ~ m ~ 1i pl J I i progr~ m operasional dan pe me Iihuruun r u tin , 
program operaaiona 1 nan pcmcliharaan berkala serta program 
operasional dan pemeliharaan khusus. 

(2) Program opcrasional dan pemeliharaan 
pada ayat (l) meliputi operasional dan 
sarana sjstem drainase yang dilakukan 
wak tu tcrtcntu. 

P) Program opcraairmal nan pemeliharaan berkala scbagaimana dimaksud 
pada ay a t ( 1) meliputi opcr-aaiorral d a n pemeliharaan prasarana clan 
sarana sistem drainase yang dilakukan pada waktu tertentu. 

(4) Program operasional dan pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi operasional dun pemelihraan prasarana dan 
sarana siatcm drairiase yang mengalami kerusakan sehingga tidak 
dapat berfungsi. 

(5) Penyusunan program opcrasional dam pemeliharaan rutin, program 
operanional chm pcmcliharaan berkala serta program operasional dan 
perneliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksnnakan secara terpadu clan adil, baik antar scktor, antar 
kawasan rnaupun antar kelompok masyarakat, 

Pasal 16 

Tahapan operasional dan pemeliharaan sistcm drainase meliputi: 
a. Penyusunan program clan kegiatan; 
b. Pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Kctiga 
Tahapan Operaaiorial dan Pemeliharaan Siatcm Drainase 

Pasal 15 

( 1) Opcrasional, pemeliharaan chm optimalisasi sistem drainasc 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan 
norma, standar, dan manual yang berlaku. . 

(2) Operasional, pemcliharaan dan opt.imalisasi sistem drainase 
sebaga irnarra dirnaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab 
perner+ntah daerah acauai dengau tanggung jawab dan 
kcwcnangannya. 

Bagian Ked ua 
Prinsip Pengelolaan Sistem Drainase 

Pasal 14 

Pengelolaan sistern drainasc mcliputi operasional, pemeliharaan da..n 
optimaliaaai aistcm drainase. 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasa.113 

BAB TV 
PENGELOLAAN SlSTEM DRATNASE 

10 



Pasal 20 

Pemulihan sistem drainase rneliputi: 
a. Optima liaaai periggunaan lahan scauai dengan furigs] dan daya dukung 

wilayah; 
b. Pencrapan teknis konservaei tana h dan air dilaku kan dalam rangka 

pcmeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, 
kuantitas, kon tinu itas dan distribusi air; 

c. Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian 
kea nekaragarnan hayati, pcningkatan produktifitas lahan, reatorasi 
ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahun; 

d. Pcningkatan kepedullan dan peran scrta Inatanst Terkait dalarn 
pengelolaan Sistem Drainasc; dan/ atau 

e. Pengembangan kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase untuk 
meningkatkun koorclirraai, intcgraei, eirrkrorriaaai clan .sincrgi lirrtas 
sector da n wilayah administrasi. 

BAB V 
PEMULIHAN SISTEM DRAINASE 

Pasal 19 

a. peningkatan tcrhadap sistem drainasc yang sudah ada; 
b. optimalisasi rerhadap aistem drainaae y.:ing sudah tidak berfungsi; 
c. optinialisuui siatem drainase yang rusak akibat peng~m barrgart 

wilayah 
(2) Optimalisasi sistem drainase sebagairuana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan penyusunan 
rencana tindak lanjut serta pelaksanaan kcgiatan untuk 
mengembalikan fungsi drainase. 

( 1) Optirnalisasi sistcm drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
meliputi: 

Bagian Ke-r-rn pat 
Taha p~ n Optirnalisasi Si stem Drainase 

Pasal 18 

( 1) Pelaksanaan kegiat.an sebagairnana dimasud dalam Pasal 15 huruf b 
meliputi kegiatan fisik dan non fisik. 

(2) Pclakaanaun kegiatan scbagaimana dirnakaud pad a ayat ( 1) dllakukan 
sesuai dengan standar oper asional prosedur. 

(3) Standar operasional prosed ur sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
disusun oleh dirias terkait, 

Pasal 17 

( 1) Pemulihan s istern drainase menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai dcngan tanggung jawab dan kewenangannyu dengan 
memperhatikan pertimbangan dinas terkait sesuai denga.n standar, 
pedornan dan manual yang telah ditetapkan. 

(2) Pemu lihan sistem dramaae yang mcngakibatkan perubahan clan/ atau 
pembongkaran jaringan drainase harua mrmdapatkan ijin dari 
pernerintah dacarah melalui dinas tcrkait ~esuai dengan 
kewenangannya. 



BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PaRa125 

( 1) Koordinasi aiatcm drainase dilakukan oleh pemcrintah daerah rnelalui 
dinas terkait sesuai dengan kewenangannya 

(2) Dalam rnelaksanakan koordinasi dinas terkait dapat mengundang 
pihak lain yang berkepentingan guna memperoleh informasi yang 
dipcrlukan. 

(3) Hu burrgan kerja arrtara ciin;J~ terk9.it clan pihak lain yang 
bcrkcpcntingan bersifat krmxu l tafif dan koordinatif. 

Pasal 24 

Untuk menjarnin kelestarian dan fungsi sistem drainase Pernerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya mengupayakan dan/atau mengendalikan 
alih fungsi lahan daerah tangkapan air di wilayahnya dalam rangka 
mendukung konservasi sumber daya air. 

PH8H1 23 

( 1) Konservasi sistem drainase meliputi menjaga arr dalam ruang hijau 
dan menampung air. 

(?.) Menjaga air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui 
kegiatan pengelolaan dan pemcliharaan kualitas air serta pcngcndalian 
penccmaran air olehdirias yang bcrwenang mengelola. 

(3) Menampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pembangunan embung, sumur resapan dan bangunan resapan lain 
yang ramah lingkungan. 

Pasal 22 

( l) Dalarn rangka np1 imR lis.a~i jaringan drainase dalam sistcm d ra irmae 
diperlu ku n penetapan garis sempadan sungai, gar is sernpadan saluran 
drainasc dan garis sem padan kolarn retensi, 

(2) Garis scmpadan sungai, garis sem padan saluran drainaae serta garis 
sernpadan kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dirias Terkait sesuai 
clt-mg:-in kcwenangannya. 

(1) Urit uk mcnccgah runa knya saluran drainnse dulam sistcm drainase, 
Petnorirttah daerah melalui Dina» Terkait sceual rlengan 
kewenangannya menet.apkan larangan membuat. g~lian pada jarak 
tertentu di luar garis sempadan. 

(4) Urituk keperluan pengamanan saluran drainase dilarang mengubah 
clan/ a tau mernbongkar saluran drainase serta bangunan lain yang ada 
didalam saluran drainase, meridirikan bangunan lain di dalam, di atas 
dan / a tau yang rnclintasi saluran drainasc kccuali atas izin pemcrintah 
daerah rnelalui Dinas Terkait seauai dengan kcwcnangannya. 

Pasal 21 

12 
Y-/ 

( 1) Pemanrauan dan Evaluasi terhadap Pembangunan, Pongelolaan dun 
Pcmulihan Sislem Drainase dilakearrukun olch Pcmcrintah Uaerah 
scsuai dengan kewcnangannya. 
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SEKRETARIS DAERAH . 

Ditetapkan di Semarang 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

(2) Pernantauan dan evaluasi terhadap Pembangunan, Pengelolaan dan 
Pemuhhan Sistem Drainase dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. pemzantauan dilakukan secara tcrus mcncrus dan 

berkesinarnbungan 
b, evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. 

(3) Basil pemantauan dan evaluasl digunakan sebagai acuan dalam 
melaksanakan pembangunan ~ pengelolaan dan pemulihan sistem 
drainase periode selanjutnya. 

HENDRAR PR!HADl 


